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Abstrak
 

Perempuan ulama dapat disebut sebagai aktor non negara dalam kajian Hubungan Internasional. Secara

lebih spesifik, mereka termasuk dalam kaum feminis Islam karena adanya prinsip keadilan gender yang

dijunjung dalam mengadvokasi hak perempuan. Tesis ini menganalisis dua hal yakni mekanisme advokasi

oleh perempuan ulama progresif dan tantangan yang dihadapi mereka untuk konteks Indonesia. Dalam

menganalisis mekanisme advokasi yang dilakukannya, peneliti menggunakan kerangka konseptual jaringan

feminis transnasional berupa politik informasi, simbolik politik, leverage politic, dan akuntabilitas politik.

Pada konteks politik informasi, peneliti menemukan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi

seperti internet sebagai alat dalam mengedukasi nilai-nilai hak perempuan. Pada level simbolik politik,

tokoh perempuan Muslim salah satunya seperti Aisyah digunakan oleh perempuan ulama Indonesia untuk

mengadvokasi nilai kesetaraan perempuan dalam dunia politik. Selain politik informasi dan simbolik politik,

para aktivis juga menggunakan strategi leverage dan akuntabilitas politik sebagai bentuk penggalangan

dukungan dari organisasi internasional maupun forum dunia dalam upaya advokasi hak perempuan.

Meskipun dukungan hadir dari berbagai pihak, tantangan tetap dihadapi oleh perempuan ulama. Peneliti

menemukan tiga tantangan yakni adanya peningkatan kekuatan kelompok Muslim konservatif yang

cenderung menolak prinsip keadilan gender, ketidakmampuan pemerintah dalam membuat kebijakan pro

perempuan, serta adanya stereotipe buruk dari sebagian kalangan mengenai nilai kesetaraan perempuan.

Sebagai aktor non negara, perempuan ulama progresif menjadi menarik untuk diteliti. Adapun beberapa

alasannya adalah sebagai kritik terhadap kajian HI yang cenderung state centric dan abai terhadap

perempuan dan isu moralitas, serta untuk mengisi kekosongan literatur pada isu jaringan advokasi

transnasional yang cenderung sekular.

......

Women ulama is one of non-state actor in International Relations. For more specific, women ulama could be

categorized as Islamic feminist because upholds gender equality value within Islam as a strategy to advocate

womens rights. This research analyses two things. First, on how they advocate womens rights in Indonesia

through transnational advocacy networks perspective. Information politics, symbolic politics, leverage

politics, and accountability politics are used by them to pursue their goal. In term of information politics, the

role of technology such as internet is significant to disseminate gender equality value. Symbolic politics

refers to how women ulama use some women figures in politics to narrate that they have equal capability in

leadership and public sphere. Meanwhile leverage and accountability politics refers to transnational

networking between women ulama Indonesia some international organizations and world forum to gain

more power and support. Even though they gain support, we could not negate the challenges. First, the

emerging of conservative Islamic populism in any part of the world that affects Indonesia. It does not only

threaten democracy but also the value of gender equality. Second, the lack of political will coming from
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Indonesian government to promotes womens rights. Third, the presence of bad stereotype about gender

equality becomes another issues for women Ulama. As one of non-state actors, women ulama is significant

to discuss. Their presence has three critical points for International Relations subject. First, the significant of

women Ulama as non-state actors in global politics. Second, the matter of morality that tends to be neglected

by IR. Three, the matter of religious dimension in transnational advocacy networks


